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Abstract

ARTICLEINFO The performance of public sector employees is crucial

to achieving organizational goals, as the public sector is
Article history: responsible for providing quality public services to the public.
Received: July 2025 However, the performance of public sector employees is
Revised: July 2025 often under scrutiny due to their ineffectiveness and
Accepted: July 2025 perceived suboptimal service delivery. The purpose of this
Available online study was to determine and analyze the performance of

expert staff members of the Regional Representative Council
Korespondensi: Email: (DPD RI), particularly in the DKI Jakarta Province. This study
javierofan89@gmail.com used a theory with 6 indicators, namely, work results,

knowledge, initiative, mental agility, attitude, and
discipline. The results showed that the work produced by

‘@ @@ \ expert staff members of the DPD Rl could be completed
optimally and on time as determined by members and the
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Pendidikan Ganesha. as there are minimum educational standards for becoming

expert staff members of the DPD RI. In terms of initiative
indicators, expert staff members possessed a high level of initiative in their daily work. In
terms of mental agility indicators, expert staff members were at a sufficient stage to work as
expert staff members of the DPD RI, as they were able to cope with any pressure. In terms of
attitude indicators, the majority of expert staff members were already at a positive stage,
with the majority of expert staff members able to work comfortably on a daily basis. The
indicators of discipline regarding attendance and working hours are still not appropriate,
because there is no attendance and work hour determination that regulates the daily work of
DPD RI expert staff.
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Abstrak

Kinerja pegawai sektor publik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, karena
sektor publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada
masyarakat. Namun, kinerja pegawai sektor publik sering kali menjadi sorotan karena kurang
efektif dinilai tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis kinerja staf ahli anggota DPD RI, khususnya di Provinsi DKI
Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori dengan 6 indikator yaitu, hasil kerja, pengetahuan,
inisiatif, kecekatan mental, sikap, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan pada hasil kerja
yang dihasilkan oleh staf ahli DPD RI dapat terselesaikan semua dengan optimal serta tepat
waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh anggota dan Setjen DPD RI. Pada indikator
pengetahuan terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh staf ahli sudah memadai, karena terdapat
standar minimal pendidikan untuk menjadi staf ahli DPD RI. Pada indikator inisiatif, staf ahli
DPD RI memiliki sikap inisiatif yang tinggi untuk berkerja setiap harinya. Pada indikator
kecekatan mental, staf ahli sudah di tahap yang cukup untuk bekerja menjadi staf ahli DPD RI,
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karena mampu menghadapi di setiap tekanan. Pada indikator sikap sudah berada di tahap yang
cukup positif, mayoritas dari staf ahli dapat bekerja dengan nyaman sehari-harinya. Pada
indikator kedisiplinan absensi dan jam kerja masih belum sesuai, karena tidak terdapat absensi
dan penetapan jam kerja yang mengatur keseharian staf ahli DPD RI dalam bekerja.

Kata kunci: Kinerja Pegawai, Dewan Perwakilan Daerah

LATAR BELAKANG

Kinerja pegawai sektor publik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, karena
sektor publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada
masyarakat. Namun, kinerja pegawai sektor publik sering kali menjadi sorotan karena dinilai
tidak optimal dan kurang efektif dalam memberikan pelayanan. Serta kinerja pegawai sektor
publik seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti aturan dan regulasi yang kompleks,
sistem birokrasi yang kaku, serta rendahnya motivasi dan inisiatif pegawai. Oleh karena itu,
diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai sektor publik.

Kinerja pegawai sektor publik tidak hanya diukur berdasarkan pencapaian target yang
telah ditetapkan, namun juga dilihat dari aspek kepatuhan terhadap peraturan dan etika
dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi
pada kepuasan masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik antara lain
tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran Kkinerja, insentif
desentralisasi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Tujuan yang jelas dan terukur
sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran energi organisasional. Perincian tujuan-tujuan
jangka panjang dan jangka pendek organisasi bisa membantu menurunkan ambiguitas pegawai
terhadap tujuan organisasi, sehingga para pegawai akan terfokus pada penyelesaian tugas-
tugas mereka. Tujuan yang jelas dan terukur dalam hal ini terkait dengan penetapan visi dan
misi organisasi dalam unit kerja dan apakah penetapan tujuan tersebut telah memberikan
gambaran jelas kepada responden mengenai hasil yang harus dicapai (Indudewi, 2009).

Ukuran kinerja dirancang untuk mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan
komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk perbandingan antar instansi. Ukuran kinerja dapat
membantu penyusunan program dan stafnya untuk bekerja lebih efektif. Faktor lain yang
mempengaruhi kinerja organisasi adalah insentif. Pemberian insentif dapat mendorong
individu untuk berkinerja lebih baik, walaupun dalam konteks pemerintahan, fungsi insentif
seharusnya tidak berperan besar mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani
kebutuhan masyarakat. Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah pada pasal 39 mengatur mengenai tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan
prestasi kerja. Tambahan penghasilan ini tentunya berdasarkan pertimbangan obyektif
dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperolah persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah desentralisasi. Desentralisasi
dapat diartikan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat pemerintah daerah
terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait
dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. (Halachmi, 2002).

Desentralisasi bertujuan agar instansi pemerintah dapat melayani kebutuhan masyarakat
maupun stakeholders lainnya dengan cepat dan mendapatkan umpan balik guna peningkatan
kinerja instansi yang bersangkutan. Desentralisasi dapat mendorong terjaringnya aspirasi
masyarakat dengan adanya umpan balik antar SKPD dengan masyarakat. Penyusunan anggaran
merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan tiap program atau
kegiatan yang telah direncanakan. Membantu kelancaran proses kegiatan manajer pada
masalah-masalah operasional atas keuangan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
manajer tersebut merupakan arti pentingnya penyusunan anggaran bagi suatu organisasi.
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Selain itu, penyusunan anggaran membantu para manajer untuk mengkoordinasikan segala
kegiatan dan membantu percapaian sasaran organisasi secara keseluruhan. Kegiatan atau
aktivitas suatu organisasi membutuhkan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran guna
mewujudkan percapaian tujuan organisasi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen
akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai
dari uang publik (Mardiasmo, 2009).

Penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana
untuk tiap tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Dengan demikian, pegawai akan
merasa terdorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan masyarakat dapat merasa
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.

Analisis kinerja pegawai sektor publik harus dilakukan secara komprehensif dan
sistematis dengan memperhatikan faktor-faktor di atas. Dalam melakukan analisis kinerja,
perlu mempertimbangkan adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab antar unit kerja dan
juga adanya perbedaan kultur dan kondisi kerja antar organisasi sektor publik.

Legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga kekuasaan atau cabang pemerintahan
yang terdapat di banyak negara demokrasi. Ketiga cabang ini memiliki peran dan fungsi yang
berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan bekerja bersama untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang seimbang, adil, dan efektif. Legislatif Cabang pemerintahan ini memiliki
fungsi utama sebagai pembuat undang-undang. Di Indonesia, cabang legislatif terdiri dari
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilu, sedangkan anggota DPD diangkat oleh pemerintah dari
berbagai lapisan masyarakat. DPR memiliki hak untuk mengajukan, membahas, dan
menyetujui rancangan undang- undang, serta mengawasi kinerja pemerintah. DPD memiliki
fungsi utama sebagai wakil-wakil daerah dan juga memiliki hak untuk memberikan pendapat
kepada DPR dalam pembahasan undang-undang.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebelum tahun 2004 disebut
dengan Fraksi Utusan Daerah, merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem Ketatanegaraan
Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui
Pemilihan Umum serta merupakan Majelis Tinggi dalam lembaga Legislatif. Masing-masing
provinsi mewakilkan anggota DPD RI sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan Daerah
Pemilihannya (Dapil). Anggota DPD RI biasanya disebut dengan SENATOR.

Dikutip dari website resmi DPD Rl bahwa jumlah keanggotaan DPD Rl sama tiap-tiap
Provinsi, yakni 4 (empat) orang. Hal ini dikarenakan DPD sebagai representasi daerah dari
seluruh Indonesia (regional representation) memiliki posisi yang sama, sebagimana tercermin
dalam jumlah anggota DPD Rl yang sama banyaknya dari setiap Provinsi. Saat ini jumlah
Anggota DPD RI sebanyak 136 orang. Jumlah seluruh Anggota DPD RI berdasarkan ketentuan
perundang-undangan tidak lebih dari 1 /3 (sepertiga) jumlah Anggota DPR RI. Dan masa
keanggotaan DPD Rl adalah selama 5 (lima) tahun.

Selama masa reses, yaitu semua anggota DPD RI melakukan aktivitasnya di dapilnya
masing-masing selama lebih kurang 2-3 minggu. Mereka melakukan kunjungan, silaturahmi
kepada masyarakat di dapilnya. Kegiatan ini untuk menyerap aspirasi, masukan ataupun
kritikan dari masyarakat yang berkenaan dengan keadaan daerahnya masing-masing. Disinilah
para staf anggota DPD Rl memegang peranan penting dalam membantu anggota DPD RI
menyelesaikan tugas-tugasnya.

Staf ahli daerah akan mengatur jadwal kegiatan anggota DPD RI selama masa reses untuk
melakukan kunjungan di beberapa daerah di provinsi dapilnya. Selama mendampingi anggota
DPD RI saat melakukan kunjungan, para staf mencatat dan mendokumentasikan semua
kegiatan, kemudian akan membuat laporan berdasarkan interaksi anggota DPD RI dengan
masyarakat setempat, baik berupa aspirasi, saran maupun kritikan terhadap masalah yang
sedang berlangsung di daerah. Sebelum masa reses berakhir, staf ahli daerah mengirimkan
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dokumentasi dan laporan kepada staf ahli yang berada di ibukota negara untuk diproses lebih
lanjut dan kemudian diserahkan ke Sekretariat DPD Rl sebagai laporan hasil kunjungan selama
masa reses di provinsi daerahnya masing-masing. Pada sidang paripurna, anggota DPD RI akan
membacakan laporan hasil kunjungan dari masing-masing provinsi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi sangat penting untuk staf ahli
anggota Dewan. Hal ini dikarenakan tugas dari anggota Dewan selalu berhubungan dengan
Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Staf ahli anggota Dewan harus menguasai atau
memahami Undang-Undang tersebut, karena lingkup tugas dari anggota DPD RI berbeda-beda
dari masing- masing Komite.

Untuk itu, maka staf ahli harus mumpuni dan berkualitas dalam melakukan
pekerjaannya, mengerti dan paham akan Undang-undang yang terkait dengan segala
permasalahan di provinsi daerah pemilihan. Kinerja staf yang berkualitas akan sangat
membantu memudahkan anggota Dewan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Laporan-
laporan yang dibuat oleh staf ahli selalu berhubungan dengan Undang-undang dikarenakan
DPD RI tugasnya sebagai pengawas Undang-Undang di daerah. Untuk itu diperlukan keahlian
bagi staf ahli menguasai atau paling tidak memahami semua Undang-undang yang berkaitan
dengan tugas anggota DPD RI.

Dalam peraturan DPD nomor 6 tahun 2014 yang mengatur perihal staf ahli menyatakan
setiap tugas dan fungsi dari staf ahli dikembalikan kepada anggota masing-masing sehingga
tidak ada aturan tetap yang mengatur staf ahli sehari-hari. Maka dari itu sebagian besar staf
ahli tidak memiliki batasan dalam jam kerja setiap harinya. Sehingga dampaknya banyak yang
tidak bertanggung jawab dalam bekerja sehari-harinya.

KAJIAN TEORITIS
Sumber Daya Manusia

Menurut Hamali (2016:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu
pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen
pengorganisasian sumber daya.

Menurut Sunyoto (2015:1) menyatakan bahwa surmber daya manusia merupakan salah
satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain
seperti aktiva dan modal.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009:11) dalam Bintoro dan Daryanto (2017:15)
menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non
material / non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi
nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Oleh karena
itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan
efisien organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan
manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang
harus dirawat, dijaga dan diberdayagunakan sebaik mungkin agar tujuan perusahaan dapat
tercapai. Manajemen harus lebih aktif dalam mengelola sumber daya manusia, agar tercipta
kinerja karyawan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Dimensi Kinerja Organisasi

Menurut Torang (2014: 74) kinerja adalah kuantitas dan kualitas hasil Kerja individu
atau sekelompok individu dalam organisasi untuk melaksanakan Tugas pokok Dan fungsi yang
berpedoman Pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah
ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Kinerja karyawan dapat dikatakan tinggi dan
berkualitas jika karyawan tersebut cakap, mampu, terampil, bermoral baik dan mempunyai
kedisiplinan yang tinggi. Seorang karyawan bisa merasa bangga dan mempunyai kepuasan
tersendiri dengan prestasi yang diperoleh dari pencapaian hasil kerja yang diberikan oleh
perusahaan. Dengan demikian keberhasilan suatu perusahaan ditentukan dari bagaimana
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kinerja karyawan yang ada didalam perusahaan. Menurut Frederick H.Wu dalam Jogiyanto
(2005) SIM adalah sebagai berikut: “Kumpulan dari manusia dan sumber daya modal didalam
suatu organisasi yang bertangung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk
menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan
perencanaan dan pengendalian”.

Kinerja Pegawai

Kinerja Karyawan menurut Edy (2016),yaitu :

1) Hasil kerja ialah tingkat kualitas dan kuantitas yang telah dihasilkan oleh para karyawan.

2) Pengetahuan terhadap pekerjaan menjadi sebuah pengetahuan yang terkait dengan tugas
pekerjaan yang mana akan mempengaruhi kuantitas dari hasil kerja.

3) Inisiatif yang mana kemampuan karyawan dalam menentukan sesuatu dan mengerjakan
sesuatu selama masa pengerjaan tugasnya.

4) Kecekatan Mental ialah Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima intruksi kerja
dan menyesuaikan dengan carakerja serta kerja yang ada

5) Sikap ialah semangat kerja yang dimiliki oleh karyawan dalam mengerjakan setiap tugas yang
diberikan.

6) Disiplin terkait dengan waktu dan absensi yang mana terlihat dari waktu dan tingkat
kehadiran karyawan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, dalam artian proses
pada pengumpulan data -data bersumber dari objek penelitian melalui wawancara maupun
hasil catatan di lapangan dan dokumentasi. Penelitian ini pun menggunakan cara atau metode
deskriptif untuk menunjang suatu proses kejadian maupun fenomenologi yang terjadi dalam
skala besar ataupun menyeluruh. Maka dari itu peneliti dituntut untuk lebih memahami situasi
dan konteks dari apa yang diteliti. Dengan memakai jenis penelitian deksriptif maka peneliti
dapat menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan temuan penelitian serta peneliti juga
dapat menganalisis kinerja melalui pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Dengan
demikian pemaparan data ini akan merujuk suatu hasil temuan di lapangan secara objektif
dan deskriptif secara mendetail.
Teknik dan Penarikan Informan

Dalam pengambilan teknik dan informan penelitian, maka peneliti mengambil beberapa
informan dari Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Staf Ahli, dan Staf Administrasi agar selaras
diantara 3 variable ini. Maka dengan demikian terdapat tiga informan dari subjek penelitian
yang menjadi kunci terhadap peneliti. Dalam menentukan informan sendiri peneliti
menggunakan teknik “Sampling purposive” dimana saya selaku peneliti memiliki hak terhadap
penentuan informan yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian dengan beragam
pertimbangan yang ada, metode ini digunakan untuk mendatangi atau mewawancara informan
dengan beberapa pertanyaan agar bisa menggali data sebagai penunjang penelitian dari
peneliti terhadap sang informan.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa (1)
wawancara mendalam (2) Observasi dan (3) Dokumentasi.Wawancara adalah suatu teknik
pengambilan data menggunakan seni berbicara dan mendengar.
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sesuatu yang penting di dalam penelitian kualitatif
karena dalam analisis data yang akan menentukan hasil penelitian dapat memberikan arti
makna dalam suatu proses memecahkan masalah atau bentuk penggalian hasil dari objek
penelitian.
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Uji Keabsahan Data

Pengecekan kebsahan data merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar data yang
diperoleh dan dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Pengecekan keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi yaitu merupakan teknik
pemerikasaan hasil data dengan berbagai sumber dan manfaat yang lain dari luas hasil data
tersebut. Dengan demikian pengecekan keabsahan data yang akan digunakan peneliti adalah
teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat
nasional yang ada di Indonesia. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. DPD juga
dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia pada tahun 1945. DPD memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan
daerah di tingkat yang lebih tinggi. Anggota DPD dipilih oleh daerah mereka dalam pemilihan
umum. DPD setiap provinsi berjumlah empat orang. DPD memiliki hubungan kerja sama dengan
DPR (Maksum Rangkuti, 2023)

Visi DPD Rl ialah DPD Rl menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan
kepentingan daerah dalam wadah NKRI. Sedangkan. Misi DPD Rl ialah:

A. Memperkuat kewenangan DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU.

B. Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah
ditingkat nasional.

C. Mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD Rl dengan Lembaga Negara, Pemerintah dan
pemangku kepentingan lainnya.

D. Meningkatkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan parlemen dalam negeri dan luar negeri.
Menurut (Edy, 2016) terdapat enam indikator yang dapat mewakili kinerja

karyawan, yaitu (1) hasil kerja, (2) pengetahuan terhadap pekerjaan, (3) inisiatif,

(4) kecekatan mental, (5) sikap, (6) serta disiplin.

Hasil Kerja

Berdasarkan hasil wawancara , menilai hasil kerja terkait kinerja staf ahli ini mampu
mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan anggota dengan optimal serta sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari staf
ahli untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil dokumentasi menyatakan bahwa salah satu dari beberapa tugas yang
dikerjakan oleh staf ahli. Publik asmasda merupakan website pusat dari aspirasi masyarakat
daerah, yang dimana staf ahli akan membuat laporan dari aspirasi masyarakat yang diperoleh
anggota semasa kunjungan kerja ke provinsi masing-masing. Lalu akan di publikasikan ke
website tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dari staf ahli selama ini akan dapat
terlihat dari website ini.

Berdasarkan hasil observasi, hasil kerja yang selama ini dilakukan oleh staf ahli sudah
tepat dari apa yang sudah di arahkan anggota kepada staf ahli. Hal ini menggambarkan bahwa
kinerja yang diperlihatkan oleh staf ahli sudah bagus, karena hal ini merupakan faktor yang
dapat menjelaskan kinerja staf ahli dengan jelas. Di sisi lain pada faktor ini juga akan
menggambarkan bagaimana kinerja dari anggota itu sendiri, karena semua laporan atau hasil
kerja yang di publikasikan ke publik akan mengatas namakan dapil tersebut ataudapat
dikatakan itu merupakan hasi kinerja dari anggota.
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Pengetahuan Terhadap Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengetahuan sangat menunjang staf ahli dalam
mengerjakan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan atau pendidikan sangat
penting dimiliki oleh staf ahli, karena sangat berkesinambungan antara pengetahuan dengan
pekerjaan. Kebijakan yang dibuat oleh Setjen DPD RI pun sangat mendukung kecocokan antara
jabatan dengan individu yang mengamputanggung jawab tersebut.

Berdasarkan dokumentasi menjelaskan bahwa standar untuk menjadi staf ahli sudah
ada dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh staf ahli. Sehingga pengetahuan
staf ahli yang sesuai dengan pekerjaan sudah tersaring oleh peraturan tersebut, maka dapat
dipastikan bahwa pengetahuan staf ahli mampu atau sebanding dengan pekerjaan dari staf
ahli itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi pengetahuan yang dimiliki oleh staf ahli sudah sesuai,
walaupun pada awalnya belum mumpuni namun staf ahli mampu mengejar ketertinggalan.
Pengetahuan sangat menunjangstaf ahli dan dapat mempermudah pekerjaan yang dikerjakan.
Karena antara pekerjaan dengan pengetahuan berjalan dengan selaras, maka dari itu
pekerjaan akan terasa lebih ringan. Staf ahli akan dengan senang hati untuk belajar lagi,
menambah ilmu mereka demi mendapatkan kecocokan antara pengetahuan mereka dengan
pekerjaannya. Staf ahli merasa bahwa hubungan antara pengetahuan dengan pekerjaan akan
sangat membantu staf ahli dalam bekerja, karena di setiap pekerjaan akan ada satu fokus
atau keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan bidang masing-masing pekerjaan. Maka dari itu
perlu di fokuskan kembali keahlian dari staf ahli ini untuk menunjang pekerjaannya.

Inisiatif

Berdasarkan wawancara menyatakan bahwa dalam bekerja pasti ada pemasalahan yang
dihadapi oleh staf ahli, sehingga sikap inisiatif sangat diperlukan oleh masing-masing staf ahli.
Sikap ini harus di bersamai dengan pertimbangan yang mendalam, karena jika inisiatif yang
gegabah tanpa memikirkan konsekuensinya akan berdampak negatif pada staf ahli itu sendiri.
Maka dari itu perlu di pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi segala keputusan yang diambil harus diambil secara cepat
dan tepat. Hal tersebut sudah dimiliki oleh beberapa staf ahli, sebagian kecilnya sudah
memiliki inisiatif namun masih harus dibiasakan lagi. Staf ahli harus bisa mengandalkan dirinya
sendiri, karena tidak akan mungkin dapat bergantung dengan orang lain dalam menyelesaikan
perkerjaan maupun persoalan yang dihadapinya. Staf ahli harus mampu menyesuaikan diri
untuk tidak bergantung dengan siapapun, jika staf ahli harus terus menerus bergantung
kepada seseorang maka kedepannya staf ahli akan tidak dapat bekerja dengan optimal karena
mereka tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Dengan adanya sikap ini akan memudahkan
staf ahli dalam bekerja sehari-hari.

Kecekatan Mental

Berdasarkan wawancara diatas kecekatan mental adalah hal yang harus dan sudah pasti
dimiliki oleh staf ahli, hal tersebut akan menjadi tolak ukur seseorang apakah dirinya mampu
bekerja dengan kondisi apapun.

Berdasarkan observasi jika dilihat sampai saat ini semua staf ahli sudah memiliki
kecekatan mental yang kuat, karena itu sudah menjadi resiko pekerjaan. Tekanan dalam
pekerjaan merupakan hal yang pasti ada di setiap pekerjaan, namun tekanan di setiap
pekerjaan akan berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Mental merupakan hal bawaan
dari masing-masing individu yang dapat ditempa atau dilatih seiring dengan berjalannya
waktu. Jika mental yang dimiliki pada awalnya kurang baik itu bukan berarti menandakan
mereka lemah, hanya saja perlu di asah terus menerus jika ingin memiliki mental yang kuat
dalam bekerja di bawah tekanan apapun dan dari siapapun.
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Sikap

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semangat kerja dan komunikasi
merupakan pondasi awal untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Terutama komunikasi
merupakan hal yang sangat krusial untuk bekerja, karena komunikasi adalah jalur perantara
informasi akan tersampaikan. Dengan adanya komunikasi dalam bekerja akan meringankan
beban staf ahli karena jika terdapat kesulitan akan dapat didiskusikan bersama-sama, sehingga
ada jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan tempat
bekerja dari staf ahli, dapat dilihat pada gambar diatas terdapat dua tempat bekerja untuk staf
ahli yang saling berdekatan. Hal ini membuat staf ahli dapat bekerja sama satu sama lain,
sehingga itu menandakan bahwa komunikasi mereka akan terjalin dengan baik.

Berdasarkan observasi komunikasi yang dimiliki oleh staf ahli sudah sangat baik, karena
butuh komunikasi antara staf ahli pusat dengan daerah yang terbatas pada jarak. Hal tersebut
membuktikan bahwa komunikasi yang dimiliki oleh staf ahli sudah berada di tingkat yang
mumpuni untuk bekerja sama satu sama lain. Komunikasi yang ada saat ini sudah menunjukkan
pada tingkat kenyamanan yang sangat baik dalam bekerja. Walaupun pada beberapa kondisi
mereka saling memperebutkan pekerjaan sebagai staf ahli dulunya, namun pada saat sudah
bekerja staf ahli akan berlaku profesional dan akan melakukan dengan penuh semangat.
Sehingga jarang timbul perpecaha sesama staf ahli dalam bekerja sehari-hari, bahkan tidak
jarang staf ahli bekerja sama satu sama lain, atau membantu staf ahli yang lain jika kesulitan
dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Disiplin Waktu dan Absensi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jam kerja yang fleksibel
menunjukkan hasil yang cukup positif diantara staf ahli yang bekerja. Hal tersebut menandakan
bahwa profesionalitas yang dimiliki staf ahli sudah sangat baik, karena jika terdapat tugas yang
tidak terselesaikan cukup beresiko tinggi dengan melihat tidak adanya pembatasan jam kerja
tersebut. Begitupun dengan absensi setiap harinya, itu merupakan tanggung jawab masing-
masing individu sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang saya teliti terdapat aplikasi untuk absensi Setjen
DPD RI. Hal tersebut sebaiknya juga tersedia untuk staf ahli maupun staf administrasi anggota,
karena akan lebih disiplin dalam bekerja dan untuk anggota akan lebih mudah mengawasinya.

Berdasarkan hasil observasi absensi dan jam kerja bagi staf ahli juga tidak kalah penting,
mereka sadar bahwa dengan tidak adanya absensi atau jam kerja yang di atur bukan berarti
mereka dapat lalai dalam bekerja setiap harinya. Karena mereka pun memiliki jobdesk yang
harus mereka selesaikan juga. Walaupun dengan adanya absensi setiap harinya untuk staf ahli
akan sangat membantu anggota dalam melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan staf ahli.
Maka dari itu hal tersebut merupakan tantangan bagi anggota untuk bisa memastikan staf ahli
tetap disiplin dalam bekerja, karena akan sangat mudah bagi staf ahli untuk mereka lalai dalam
bekerja dengan tidak adanya bukti dari absensi mereka setiap harinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan di olah pada pembahasan
bab sebelumnya, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Sesuai
dengan rumusan masalah pada bab | tentang kinerja staf ahli DPD Rl Studi Kasus Dapil DKI
Jakarta dapat di analisa dengan menggunakan teori Edy(2016) mengenai kinerja staf ahli
dalam bertugas membantu anggota. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini.
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Hasil penelitian menunjukkan pada hasil kerja yang dihasilkan oleh staf ahli DPD RI
dapat terselesaikan semua dengan optimal serta tepat dengan dateline yang telah
ditentukan oleh anggota ataupun pihak yang berkaitan dengan staf ahli. Selama ini tidak
terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh staf ahli DPD RI, jika terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai akan di tindak sebagaimana mestinya oleh anggota.

Pengetahuan terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh staf ahli sudah memadai, karena
terdapat standar minimal pendidikan untuk menjadi staf ahli DPD RI. Pengetahuan yang
dimiliki pun mayoritas sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan menjadi staf ahli DPD
RI.

Staf ahli DPD RI memiliki sikap inisiatif yang tinggi untuk bekerja setiap hari. Tanpa
harus mengandalkan anggota untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya dapat
diselesaikan staf ahli sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat inisiatif yang tinggi
sudah dimiliki oleh staf ahli DPD RI.

Kecekatan mental yang dimiliki oleh staf ahli sudah di tahap yang cukup untuk bekerja
menjadi staf ahli DPD RI, karena di setiap tekanan yang dihadapi oleh staf ahli dalam
bekerja. Staf ahli mampu menyelesaikan pekerjaannya secara optimal. Hal tersebut
menandakan bahwa mental yang dimiliki oleh staf ahli sudah cukup untuk menahan
tekanan dalam bekerja yang diberikan oleh anggota maupun dari luar lingkungan
pekerjaan.

Sikap yang ditunjukkan oleh staf ahli sudah berada di tahap yang cukup
positif, mayoritas dari staf ahli dapat bekerja dengan nyaman sehari-harinya. Selain
itu komunikasi yang terbangun antara staf ahli dengan anggota, staf ahli dengan staf
ahli lainnya, dan staf ahli dengan staf administrasi sudah terjalin dengan baik.
Dengan didukungnya sikap yang komunikatif tersebut staf ahli sudah pasti
mampu menciptakan lingkungan kerja yang memiliki sikap yang positif.

Absensi dan jam kerja masih belum sesuai dengan standar kedisiplinan pada instansi
lain, contoh terdekat ialah Setjen DPD RI. Karena tidak terdapat absensi dan jam kerja
yang mengatur keseharian staf ahli DPD Rl dalam bekerja. Hal tersebut membuktikan
bahwa pada indikator ini belum terpenuhi. Perlu diperhatikan lagi dengan tidak adanya
absensi maka anggota pun akan kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap staf ahli.
Karena tidak ada bukti atau data yang valid untuk anggota melakukan pengawasan staf
ahli ketika sedang melakukan perjalanan dinas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka
peneliti memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya untuk staf ahli diadakan absensi seperti karyawan di Setjen DPD RIl. Akan
sangat memudahkan bagi staf ahli melakukan monitoring terhadap kedisiplinan staf
ahli DPD RI. Serta tidak membuat staf ahli lalai dalam bekerja atau menyepelekan
jadwal bekerja setiap hari karena tidak adanya absensi.

2. Menentukan jam kerja yang mengatur staf ahli dalam bekerja sehari-hari, dengan
adanya jam kerja ini akan lebih teratur dalam bekerja. Sehingga staf ahli dapat lebih
disiplin terhadap pekerjaannya.
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